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RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disahkan menjadi Undang-Undang lbu
Kota Negara (UU IKN) pada tanggal 18 Januari 2022 oleh DPR RI dan
Pemerintah. UU IKN menjadi landasan hukum bagi pemindahan ibu kota negara
dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke

Kalimantan Timur merupakan persoalan hukum.

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Menganalisis pengaturan hukum penataan
ruang Ibu Kota Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 2022 di
tinjau dari Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan;
2) Menganalisis konsekuensi terhadap pertentangan Norma antara Undang-
Undang No.3 Tahun 2022 dengan Ibu Kota Negara dengan Undang-Undang
No.26 Tahun 2007.

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan jawaban
atas permasalahan melalui hasil dari penelitian saya. Tipe penelitian yang
digunakan pada penelitian kali ini adalah Kekaburan norma (vague norme)

dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).



Hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 sudah selaras dengan memberikan dasar hukum terhadap penataan
ruang di Ibu Kota Negara Indonesia, mengatur zonasi, penetapan batas wilayah,
pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, tata ruang hijau, dan
pengendalian pembangunan dengan mengintegrasikan kepentingan lintas sektor,
lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, serta menekankan keterpaduan,
keselarasan, dan keseimbangan. Selain itu, aspek keterbukaan, kepastian hukum,
keadilan, akuntabilitas, pelindungan fungsi ruang, dan pencegahan dampak negatif
terhadap lingkungan juga menjadi perhatian, dan; 2) Tidak terdapat pertentangan
norma antara Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang penataan ruang di lbu
Kota Negara Indonesia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dimana Prinsip
lex specialis derogat legi generali menetapkan bahwa undang-undang yang lebih
khusus akan mengesampingkan yang lebih umum. Oleh karena itu, dalam kasus
ini, ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 akan mengatasi ketentuan
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007.



ABSTRAK

M. Rizki Hidayat. April 2024. PERSPEKTIF PERPINDAHAN IBU KOTA
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Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum penataan
ruang Ibu Kota Negara Indonesia dan menganalisis konsekuensi terhadap
pertentangan Norma antara Undang-undang No.3 tahun 2022 di tinjau dari
Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Metode
penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian ini merupakan
jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas
permasalahan melalui hasil dari penelitian saya. Tipe penelitian yang digunakan
pada penelitian kali ini adalah Kekaburan norma (vague norme) dengan
pendekatan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
memberikan dasar hukum untuk penataan ruang di Ibu Kota Negara Indonesia,
mengintegrasikan kepentingan lintas sektor dan pemangku kepentingan, serta
menekankan keterpaduan, keselarasan, dan keseimbangan. Hal ini mencakup
zonasi, penetapan batas wilayah, pembangunan infrastruktur, perlindungan
lingkungan, tata ruang hijau, dan pengendalian pembangunan. Undang-Undang
tersebut juga memperhatikan aspek keterbukaan, kepastian hukum, keadilan,
akuntabilitas, pelindungan fungsi ruang, dan pencegahan dampak negatif terhadap
lingkungan, dan; 2) Tidak ada pertentangan norma antara Undang-Undang No. 3
Tahun 2022 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, dan Prinsip lex specialis
derogat legi generali menetapkan bahwa Undang-Undang yang lebih khusus akan
mengesampingkan yang lebih umum. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 3
Tahun 2022 akan mengatasi Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dalam kasus ini.
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